BUFPATI BUTON

PROVINEI SLILAWES] TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 6} TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Menimbang :

Mengingat

1.

KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa berdasarkan pertimhangan kemammpuan kenangan
daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah raga
Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struknar
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kena Linas
Kepemudaan dan OUlah Raga Kabupaten Burton;

Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentzng
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,
‘l'ambahan Lembaran Negarz Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemertintahan  Daecraht (Lemibaran  Negara Republik
Indoncsia Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 4438.);

. Undang-Undang Nemeor 3 Tahun 2005 tentang

Sistem Keolahragaan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Mermror RO,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4535]



5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009
Tentang Kepemudaan (Lemmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009  Nomor 148, Tambahian
Lembaran Necgara Republik Indoncsia Nomor
5067

6. UUndang-Undang Nemer 12 Tahun @ 2010 tentang
Gerakan Pramuka (Lembaran  Nepara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5169};

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (( Lembzran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54%4 )

Lindang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua aias
Undang-Undang Nomor 23 ‘fahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lecmbaran
Necgara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2016 Nomor 1141j;

| 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisesi  Kemenlerian  Nepgara (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2015 Nomor 6 |;

12.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaian
Noegara Republik Indencsia Nomor 101);

1 3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kaobupaten Buton sebagai Daerah C(Monom
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomaor
112 );

15. Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nemeor & tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
Kabupaten Buton tahun 2016 Nomor 116)



Menctapkan :

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 32
TAHLIN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
OROANISASL, TUGAE DAN FUNGEI EERTA TATA EKERIJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BUTON.

Pasall

Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 32
Tahun 2016 (entang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Scrra Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
( Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun Tahun 2016 Nomor 124,
diubak sebagai berikut :

L.

Ketentuan Pasal 3, syat (4), avat (5), ayat (b}, dan Lampiran
ayat (7) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Daerah
Tipe B.

(2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas :

Kcpala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan:

Bidang Pembudayaan Olehraga;

Bidang Peningkatan Prestasi olahraga;

Sub Bagian /Seksi;

UPTD, dan

=0 po oo op

>

Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Sekretarial sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2)
Huruf b terdiri atas :
a. Subbagian Perencanaan dan Kenangan,
b. Subbagian Umum dan Kepagawaian

(4) Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Hluruf ¢, terdiri atas :



a. seksl Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan
Kepramukaan;

b. Scksi Infrastiukiur dan Kemitraan Pemuda

(5) Bidang Pembudayaan Olah Raga scbagaimana dimuaksud

pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :

a. Seksi Olah Raga Rekreasi Tradisional dan Layanan
Khusus;

b. Seksi Olah Raga Pendidikan, Kemitraan dan Sentra
Olah Raga

(6) Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga sebagaimana
dimaksud pada Ayar (2) Huruf e terdiri atas :
4, Seksi Promosi Olah Raga dan Olah Raga Prestasi
b. Scksi Pembibitan, IPTEK, Standarisasi dan
Infrastruktur Olah Raga

(7) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
lercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 11

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud, mempunyai
tugas :

a. Melaksanakan <oardinasi dan sinkronisasi
pelaksenaan kebijakan

b. Menyusun ncrma, standar, prosedur dan kriteria;
c. Melaksanekan bimbingan teknis dan supervisi;
d. Melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi;

e, Melaporkan pelaksanaan  kebijakan di bidang
Pemnberdavaan dan  Pengembangan Pemuda dan
Kepramukaan.

3. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga pasal 12 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 12
Dihapus



4. Ketentuen Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi
sebagal berikut :

Pasal 1o

Kepala Secksi Olah Raga Pendidikan, Kemitraan dan Sentra
Olah Raga mempunyal tugas :

a. Melaksanakan perumusan kebjakan, koordinasi dan
sinkronisasi;

b. Melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan
SUpervise;

¢. Memsntau, menganalisis, mengevaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olah raga,
pendidikan, kemitraan dan sentra Olah raga;

d. Memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang
pengelolaan o©lah raga pendidikan, kemitraan dan
pembinaan sentra olahraga;

¢. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan olahraga pendidikan, kemitraan dan
pembinaan sentra olahraga

5. Ketentuan Pasal 17 di hapus, sehingga Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut :

Pasul 17

Dihapus

6. Ketentuian Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 19

Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK, Standarisasi dan
Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas :

a. melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

b. menyusun norma, standar, prosedur, dan
kntena, pemberian bimbingan teknis dan
sSupervisi

c. mecmaniau, mengenalisis, mengevaluasi, dan
melaporkan pelaksanaan kehijakan di hidang
Pembibitan IPTEK, tenaga Keolahragean
standardisasi dan infrastruktur olahraga.



=

Ketentuan Pasal 21 di hapus, sehingga Pasal 21 berbunyi
sebagal berikur :

Pasal 21
Dihapus

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga. diundangkan.

Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal Desember 2015
PlL. BUPATI BUTON,
Cap/TTD

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

KASIM, SH
Pembina Utame Muda, IV /c
Nip. 19580101 198003 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOUR ..........



7. Retentuan Pasal 21 di hapus, sehingga Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 21
Dihapus

Pasal 1]

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga. diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan perngundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal , |8 Desember 2016
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7. Ketentuan Pasal 21 di hapus, sehingga Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 21
Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mula: berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajao
pada tanggal , g 9 Desember 2016
Plt. BUPATI BUTON,
Cap/TTD
EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di Pasarwajo

pada tanggal , 70 Demmese 2016

IS DAERAH KABUPATEN,

I M, SH

Pembina Utamz Muda, TV /¢
Nip. 19580101 1080603 1 012

153

-----------

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 201b NOMOR
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